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TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa Unit
Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dibentuk dan ditetapkan
oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan tentang Pembentukan Unit Pengelola
Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
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Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilhan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19),

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 15
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemillhan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
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Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiu Republk Indonesia Nomor
26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu

dan Pemilihan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas yaitu :
a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan

oleh Pengawas Pemilu;
b mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku

register daftar barang dugaan pelanggaran;
c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan

jenisnya;

d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin
kualitas dan kuantitasnya,

e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

f. melakukan pemulihan aset; dan

g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan

Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum,
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di . Batauga
Pada Tanggal : § September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETYR,

MAHYUDJN, S.Sos., M.Si

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara (Sebagai Laporan)
2. Arsip
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS KABUPATEN
BUTON SELATAN PEMILIHAN UMUM
N
Tgxgg 0% /PP.00.02/K.5G-03/09/2021
AL § September 2022
SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN
r T st
| NO NAM KEDUDUKAN
- A JABATAN
| | DALAMTIM
1. | HASTUN, S.Pd., M.H. Anggota Bas"g;g‘n"ab- Buton pembina
| —
. Buto .
2 | ROSNI S.IP Anggota B?S‘;?;g’n"ab uton pembina
Koordinator Div. Hukum,
3 | MAHYUDIN, S.Sos., M.Si Penanganan Pelanggaran Penanggung Jawab
dan Penyelesaian Sengketa
___,__r’__r,__/f__’__/—
Koordinator Sekretariat Kepala Unit
4. |LD. MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si Bawaslu Kabupaten Buton Pengelola Barang
Selatan Dugaan Pelanggara
| Pengelola Barang
5. | MUSLIMIN HALIM, SH Pelaksana Teknis Non PNS Dugaan
"",,..—-——————'-“"'——___,___-———-H—"’“ Pelanggaran
Pengelola Barang
6. | FIRMAN, SH., MH Pelaksana Teknis Non PNS Dugaan
,___ﬁ___’,_,,___-——-—————“___’d__’,,_____— Pelanggaran |
Pengelola Barang
7. | SALMIN, S.Ak Pelaksana Teknis Non PNS Dugaan
—-J___,,_____._———-———'-‘—‘__"__________-—— Pelanggaran
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KET

MAHYUDJN, S.Sos., M.Si
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